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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan di atas 

dapat diambilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan ETLE Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan dengan menggunakan rekaman CCTV (Closed Circuit 

Television) di wilayah  Polrestabes Surabaya belum diterapkan diseluruh 

wilayah Polrestabes Surabaya. 

 Pelaksanaan penindakan tehadap pelanggar lalu lintas terdapat 10 

prosedur ETLE di awali dengan Polisi melakukan penindakan berdasarkan 

bukti CCTV (Closed Circuit Television) kemudian polisi memasukan data 

pelanggar lalu pelanggar mendapatkan pemberitahuan kemudian pelanggar 

membayar denda tilang dengan nominal yang maksimal dan pelanggar 

hanya menunggu putusan hakim dari polisi. 

Penerapan ETLE berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan diterapkan ETLE tindak 

pelanggaran lalu lintas cenderung menurun. Data kurun tahun 2021-2022 

dilapangan jumlah pelanggaran dibulan Januari-Desember 2021. 

2.  Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu yang meliputi 

hambatan dalam kapasitas alat CCTV (closed Circuit Television), Data 

base dan ketidak sesuaian data pihak kepolisian dengan data base (STNK). 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mengatasi 
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hambatan-hambatan penerapan sistem E-tilang dengan mengunakan CCTV 

dalam memperbaiki sistem ETLE dibagian kapasitas alat CCTV (Closed 

Circuit Television). Data base sampai dan upaya memperbaiki ketidak 

sesuaian data pihak kepolisian dengan data base (STNK). 

3. Kapolrestabes Surabaya mengajukan ke mabes melalui polda jatim tetang 

pengembangan/peningkatan tekhnologi etle yang dapat mengidentifikasi 

seluruh hambatan diatas, sehingga penindakan tilang melalui etle dapat 

optimal. 

4.2. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Menambahkan kamera CCTV (Closed Circuit Television) disetiap 

perempatan jalan, waktu dan jadwal setiap personil kepolisian di masing-

masing pos dan polsek untuk memaksimalkan segala kegiatan yang telah 

direncanakan.  

2. Memberikan sanksi yang tegas kepada oknum kepolisian yang tidak patuh 

terhadap aturan. 

3. Pihak kepolisian harus mengseragamkan data base dari seluruh wilayah, 

hal ini bertujuan untuk para pengendara luar kota bisa mematuhi aturan 

yang sudah di tetapkan di kota Surabaya dan agar penilanggan bisa 

memasukkan data pelanggar dari luar kota, selain itu pihak kepolisian bisa 

memberikan sanksi yang tegas dan memberikan sebuah denda pelanggaran 

sesuai dengan pelanggaran yang pengendara perbuat. 
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